
PEIIERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG TI'OI{GOI{DOW UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG IIIONGONDOW UTARA
NOMOR:5TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISAST DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD} KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana termaktub dalam Visi Daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara' Mewujudkan
Bolaang Mongondow Utara yang Mandiri' Religius dan

Seiahtera, dengan Grand Strategi mewuiudkan
pemerintahan yang entrepreneur, Meningkalkan kualrtas

sumber daya manusia, membangun infrastruktur yang

handal dan Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat, maka

pedu suatu wadah Yang mendukung;

bahwa wadah sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah

Badan Usaha Milik Oaerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

oada hutuf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan

Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik

daerah (BUMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Urdang-Undang Republik Indonesia Nornor 29 Tahun 1959

tenbnd Pembe;tukan DaeraMae€h Tingkat ll di Sulawesi

(Lemdran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 l'lomor 74,

iambahan Lembaran NegaE Republik tndonesia Nomor 1822);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Daerah-(Lembafon Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor i0. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2387);

Undang-undang Nomor 1 Tahun '1987 tentang Kamar Dagan-g

Oan tndusfi (KeotN) (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor I'
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nonlor

3345);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PeGeroan

ieOatis 1t-emSaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Nomor 13;

Mengingat : '1.

4.

5.



6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undanq
undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun

2OO4 tentang Pemedntah Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Repiblik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4548);

8. Undang-undang Nomor '10 Tahun 2OO7 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di

Provinsi Sulawesi utara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 12, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggungiawaban Keuangan 
-Da€rah(

Lemlaran Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor

2O2, fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4022);

'lo.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembangian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah'

Pemeriniahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah

KabuDaten/Kota. (Lembaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);

1 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Rep--ublik- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89'

Tairbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741):

l2.Perzitwan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006

tentang Jenis Pmduk Hukum Daerah;

l3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

l4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006

tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
.. 
Utara- 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah waiib dan

eifitt.n y"ng rnenjadi kenrenangan pemerintah Dae€h

Kabuoaten Bolaanq Mongondow Utiara (Lembaran uaeran

6il;"; Boaanf, Mongdnoow utara Tahun 2008 Nomor 2'

Tambahan Lembamn Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara Nomor 2);



Menelapkan :

Dengan Persetuiuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOLAANG I|ONGONDOW UTARA

dan

BUPATI BOLAANG TIONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOIAANG
MONGONDOW UTARA TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK
DAERAH (BUMD) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA.

BAB I
KETENTUAN Ui'UM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Oaerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Oaerah adalah Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistim dan prinsip Negara Republik lndonesia,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah;

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah suatu badan usaha yang pada prinsipnya
diprakarsai oleh pemerintah daerah yang seluruh atau
sebagian besar sahamnya merupakan kekayaan daerah
yang dipisahkan;

6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat
PERSERODA adalah BUMD yang seluruh atau sebagian
besar (minimal 51%) saham yang dimilikioleh daerah;

7. Dewan Komosaris adalah Dewan Pengawas Badan Usaha
Milik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

8. Direktur Utama adalah OireKur Utama Pengawas Badan
Usaha Milik Daerah Kabupalen Bolaang Mongondow Utara;

9. Direktur adalah Direktur Eadan Usaha Milik Daerah;
10. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.



BABI
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal2

Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Hukum yang bergerak
dalam bidang jasa dan bisnis lainnya yang berkedudukan
diwilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dipimpin
oleh seorang direktur utama dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada RUPS.

BABIII
BEI{TUK DAN BADAN HUKUI'

Pasal 3

BUMD berbentuk Perseroan Daerah (PD).

Pasal4

BUMD yang usahanya bersifat komersial dapat mengalihkan
bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan yang betlaku.

BABIV
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Badan Usaha Milik Daerah mempunyai lugas melaksanakan

usaha dibidang jasa dan bisnis lainnya yang berorientasi untuk

mencari keuntungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat dengan memperhatikan aspek moral dan pelayanan

umum.

Pasal 6

Untuk menyelenggrakan tugas sebagaimana dimaksrd .pada
Pasal 5, Badan Usaha Milik daerah mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a- pelayanan umum atau jasa dan bisnis lainnya;

b. membangun Perekonomian daerah;
c. meniaga stabilitas perekonomian daerah.

BABV
ORGANISASI

Pasal 7

('l) Organisasi Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas :

a. Dewan Komisans;
b. Direksi:
c. Staf;

(2) BUMD diawasi oleh Dewan Komisaris dan

bertanggungjawab kepada RUPS;



(3) Struktur organisasi Badan Usaha Milik Daerah adalah
sebagaimana tercantum pada lampiran, yang merupakan
satu kesatuan yamg tidak terpisahkan dari Peraturan
Daetah ini-

Pasal I
Dewan Komisaris terdiri dari :

a. Komisaris Utama;
b. Komisaris.

Pasal 9

Direksi terdiri dari :

a. Direksi Utama:
b. Direksi Bidang Administrasi dan Keuangan;
c. Direksi Operasional.

Pasal 10

Tugas dan fungsi Kepala-kepala Bidang, Unit-unit ditetapkan

dalam Peraturan Bupati.

BABVI
KEPEGAWAIA

Pasal 11

(1) Pegawai BUMD merupakan pekeria yang .tunduk
setenuhnya pada ketentuan perundang-undangan dibidang

ketenaga kerjaan;
(2) Peoaw;i auiilo tidak bedaku segala ketentuan
' keiegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi

pegawai negeri;
(a) itrJsedur, persya€tan, pengangkatan, tugas dan

wewenang pegawai ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan Yang bedaku'

BABVII
TATA KERJA

Pasal '12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unlt

orqanisasi dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah wa'lb

rnJt"tsanakan 
-koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik

internal dan ekstemal dengan tugas maslng-maslng;
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasl
' ' 

bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan

agar mengamtril langkah-tangkah yang diperlukan sesual

d;ngan Peraturan Perundang-undangan yang oerlaKu:

(3) Setilp pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan
'-' u.in'" ' r"ririx Daerah beGnggung iawab memimpin 

-dan
menokoodinasikan bawahan masing-masing' membenKan

bimb'ingan serta petuniuk bagi pelaksanaan tugas'



BABVIII
MODAL

Pasal '13

Modal Terdiri dari :

a. modal pemerintiah daerah beEsal dari kekayaan daerah
yang dipisahkan;

b. modal pihak ketiga.

Pasal '14

(1) Modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan
diatur dengan Peraturan Daerah;

(2) Penyertaan modat BUMD dari pihak ketiga sebagaimana
dimaksud pada Pasal 13 huruf b, terlebih dahulu mendapat
persetujuan Pemerintahan Daerah;

(3) Jika melibatkan pihak ke 3 diatas 1 Milyat melibatkan kepala
Daerah dan DPRD.

BABIX
PENGURUS

Bagian Pertama
Direksi

Pasal 15

(1 ) BUMD sehari-hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dan

seorang direktur utama dan beberapa oang direktur;
(2) Direksi bertanggung.iawab kepada RUPS;

igi nnggt airetsi tiOaf diperkenankan merangkap pekeriaan
' ' 

ata-u iabatan eksekutuf lainnya tanpa persetujuan tertulis

RUPS;
(4) Anggota direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan

BUMD;
(5) Antar sesama anggota direksi tidak boleh ada hubungan

keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus

mauprin kesamping termasuk menanlu dan ipar, demikian
pula anggota direksi dengan anggota dewan komlsafls; .. ..

(6) Anqqota direksi tidak boleh mempunyai kepenllngan paoaor
' bai-ilangsung maupun tidak langsung pada perusahaan

alau usaha lain yang dibiayai oleh BUMD'

Pasal 16

Anooota direksi adalah warga negara indonesra yang :

a. 
-iremiliki 

keahlian di bidang BUMD;

b. mempunyai akhlak serta moralyang baik;

c- setia dan taat kepada negara dan pemeriniah;

d. tid"t t"rlibut."cara langiung maupun tidak langsung dalam

setiap kegiatan yang menghianati negara;

e. tidak di-cabut hak pilihnya berdasarkan kepulusan

pengadilan;
f. sehat jasmani dan rohani;
g. tidak tedibat dalam organisasi politik;

h. Feet and ProPertest.



Pasal 17

(1) Anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan

selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali

setelah masa iabaian berakhir;
(2) Anggota direksi dapat menduduki jabatan direksi 2 (dua)' ' 

kali masa jabatan berturut-turul dan paling lama 3 (tiga) kali

masa iabatan, apabila keadaan tersebut sangat diperlukan
dan dilaksanakan selektif;

(3) Direksi dapat diangkat dengan batas usia maksimal 55

Tahun;
(4) Penqecualian dari Ayat (2) dan Ayat (3) pasal ini .hanya' ' 

dapJt dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS'

Pasal 18

Sebelum anggota direksi men alankan tugas berdasarkan surat

keputusan RUPS teniang Pengangkatannya, terhadap yang

bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan

pengambilan sumPah jabatan.

Pasal 19

('1) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan BUMD sesuai

dengan Peraluran Perundang-undangan yang bedaku;
(2) Diek;i mengangkat dan memberfientikan pegawal

berdasarkan Feratuan Perundang-undangan yang berlaku'

Pasal 20

ll ) Direksi mewakili BUMD didalam maupun diluar pengadilan'

izi oir"r.i secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan
" mewafiti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada

ieorang aiau o-eberapa orang anggota Direksi yang khusus

ditunjui atau kepada seorang atau beberapa orang

karyawan BUMD baik sendiri maupun bersama-sama alau

kepada orang atau badan lain'

Pasal2l

Tata Tertib dan iata cara menjalankan pekeriaan-Direksi diatur

oJtam suatu peraturan yang ditetapkan oleh .RUPS sesuai

dengan peratuian perundang-undangan yang berlaku'

Pasal22

Direksi berdasarkan persetuiuan RUPS atas usul Dewan

Komisaris dengan berpedoman kepada peratYral. p9-1o-11S-,

undangan yang uerlaxu dapat melakukan haFhal seDagal

berikut :

a. Membuka kantor-kantor cabang, cabang pembaniL

perwakilan dan unit usaha lainnya sesual oengan

kebutuhan;
o. f.,femuefi, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau

meleoaskan hak atas barang-barang inventaris milik BulvlD;

c. Mengikai BUMD s€bagai penanggung/peniamin kewalDan

pihak ketiga:
d. ivtenggaiOikan barang-barang milik BUMD;



e. Penyertaan dalam modal perusahaan sebagai dimaksud
Dada Pasal 14 Peraturan Derah ini.

Pasal23

(1) Anggota Direksi berhenti karena :

a. masa jabatannya berakhir.
b. meninggal dunia.
c. permintaan sendiri.

(2) Anggota Direksi diberhentikan sementara oleh RUPS atas
usul komisaris karena :

a. melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
b. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan

dengan kepentingan daerah atau Negara;
c. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat

melaksanakan tugasnya secara waiar.
(3) Komisans memberhentikan sementara anggota Direksi yang

diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c;

(4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh Komisaris kepada
anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan
yang menyebabkan tindakan itu.

(5) Dalam hal teiadi pembeftentian sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut :

a. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sejak
anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang
pemberhentian sementara. Jika anggota Direksi yang
bersangkutan tidak hadir dalam persidangan yang
diadakan khusus untuk itu yang bersangkutan dianggap
menerima apapun yang diputuskan oleh Komisaris.

b. dalam sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a
Dewan Pengawas memutuskan apakah anggola Direksi
tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian
sementara itu dibatalkan dan seketika itu keputusannya
disampaikan secara resmi kepada RUPS;

c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan seiak berakhirnya
sidang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, RUPS
memberitahukan keputusannya terhadap usul
sebagaimana dimaksud pada huruf b secara teriulis
kepada anggota Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Komisaris

Pasal 24

Dewan Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum
BUMD menjalankan pengawasan, pengendalian dan
pembinaan terhadap BUMD berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

(1)

(2t



Pasal 25

(1) Anggota Dewan Komisaris terdiri atas sebanyak
banyaknya 5 (lima);

(2) Anggota Dewan Komisaris dicalonkan dan dipilih oleh
RUPS;

(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari
calon terpilih termasuk pada Ayat (2) untuk jabatan
selamalamanya 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat
kembali selama masa iabatan berakhir jika yang
bersangkutan terpilih kembali;

(4) Dewan Komisaris yang berasal dari Pemerintah Daerah
berjumlah 3 (tiga) orang dan yang non Pemerintah
Daerah 2 (dua) orang.

Pasal 26

Tata tertib dan cara menialankan pekeriaan Dewan Komisaris
ditetapkan oleh RUPS sesuai ketenluan peraturan
Perundangan yang berlaku.

Pasal27

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
a. Masa jabatan berakhir;
b. Meninggaldunia;
c. Permintaan sendiri;
d. Melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
e. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan

dengan kepentingan daerah atau Negara:
f. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat

melaksanakan tugas-tugas secara wajar.
(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1)

dilakukan dengan surat kepulusan RUPS.

BABX
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 28

(1) Laba bersih BUMD dipergunakan untuk pembayaran
dividen dan pengembangan usaha BUMD;

(2) Dividen BUMD yang merupakan bagian daerah langsung
disetorkan ke Kas Daerah segera selelah disahkan oleh
RUPS.

BABXI
RUPS

Pasal 29

(1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak
diberikan keoada Direksi atau Komisaris dalam batas
yang ditentukan;

(2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang
berkaitan dengan kepentingan BUMD dari Direksi atau
Komisaris.



(1)

(2)

BABXII
KERJA SAMA

Pasal 30

BUMD dapat melaksanakan kegiatan usahanya melalua
kerja sama yang saling menguntungkan dengan Pihak
Ketiga.
Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1)
ditetapkan oleh Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku-

BABXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraluran Daerah
ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan ditetapkan
kemudian oleh Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar stiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan
pengundangan Peraluran Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Disahkan di Boroko
Pada tanggal 22 Desember 2010
BUPATI BOLAANG TI|ONGONDOW UTARA.

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal22 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

Drs. REKY POSUMAH
PEMBINA UTAMA MADYA
NtP . 19640615 198903 1 020

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2010 NOMOR; 5



1.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG II'ONGONDOW UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2O1O

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA 1lllILIK

OAERAH (BUMD) KABUPATEN BOLAANG T|IONGONDOW UTARA

PENJEMSAN UMUM :

Dalam rangka penyelenggaraan tertib administrasi pemerintahan dan

menuniang pembangunan di Daerah serta dalam rangka mewujudkan

pelayanan prima kepada masyarakal bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal

177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bawah

Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan'

penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan

dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan'

bahwa Badan Usaha Milik Daerah merupakan alal kelengkapan

otonomi daetah harus mampu meningkatkan daya saing global, sehingga

dapat turut serta mendorong pertumbuhan perekonomian kerakyatan dan

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara memiliki potensi sumber daya yang cukup besar untuk

dikelola dan dikembangkan dalam rangka turut serta meningkatkan

oertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sr/d Pasal 32
CukuP ielas.

TAMMHAN LEMBAMN DAEMH KABUPATEN BOTAANG MONGONDOW UTARA

NOMOR : 51


